BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

POLOKARTO &

NOMOR : 410 /89| fahun 2ei7

TENTANG

PENETAPAN DESA POLOKARTO DAN DESA MRANGGEN KECAMATAN
CBAGAI LOKASI DESA PROGRAM TERPADU

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

Menimbang . a.

Mengingat 1.

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka peningkatan pengetahuan
ketrampilan, kesadaran pembinaan sikap mental
dalam kehidupan masyarakat di Desa Polokarto dan
Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten
Sukoharjo diperlukan peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia bagi perempuan dan laki-laki untuk
pengembangan wawasan di semua bidang;

bahwa Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender bertujuan untuk meningkatkan
kualitas terhadap keluarga menuju pada Kesetaraan
dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang
pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan
dengan fokus peningkatan kondisi status kedudukan
dan partisipasi perempuan khususnya dan keluarga
pada umumnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Desa Polokarto dan Desa Mranggen Kecamatan
Polokarto Kabupaten Sukoharjo sebagai Lokasi Desa
Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender di Kabupaten Sukoharjo Tahun
2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on
the Elimination of all forms of Discrimonation Agamnst
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on
the Elimination of all forms of Discrimonation Against
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3277},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

)
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18};

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Desa Polokarto dan Desa Mranggen Kecamatan Polokarto

sebagai Lokasi Desa Program Terpadu Pemberdayaan

Masyarakat Berperspektif Gender Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2017.

KEDUA . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2017.

KETIGA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal (* OFtober 2o

BUPATI SUKOHARJO,
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TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1.
2.

Gubernur Jawa Tengah di1 Semarang;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Tengah di Semarang,

Ketua Tim  Penggerak  Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa
Tengah di Semarang;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukohar)o;

Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di
Sukoharjo;

Komandan Komando Distrik Militer 0726
Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di
Sukoharjo;

Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di
Sukoharjo;

)

TN Ligt



10.

11.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang
terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo;

Ketua Tim Penggerak Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Camat Polokarto di Polokarto;
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